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Menglngat 

KEPUTUSAN KOMJSI PEMIUHAN UNUM 
KOTA BIMA 

NOMOR : 01 TAHUN 2007 

nNTANG 

. TAHAPAN, PROGRAM DAN lADWAL PENYEUNGGARAAN 
PEMILIHAN UMUM WALJKOTA DAN WAKIL WALIKOTA 8IMA 

TAHUN 2008 

KOMJSI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf a 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara 
Pemlllhan unun, KPU Kabupaten/Kcta merencanakan program, 
anggaran dan jadwal PemHlhan Umum Kepala Daerah dan Wakil 
Kepala Daerah Kabupaten/Kota; 

b. bahwa berdasar1can pertlmbangan sebagaimana dlmaksud hll'Uf a, 
perlu diletapkan Keputusan Komlsl Pemlllhan Umum Kota Blma. 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kata 
Blma di Provins! Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republlk 
lndenesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara 
Republlk Indonesia Nomor 4188 ); 

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Polltik 
(Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, 
Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Noolor 4251 ); 

3. Undang-Undang Nom<ir 12 Tahun 2003 tentang Pemlllhan Umum 
Anggota Dewan Perwakllan Rakyat. Dewan Pe<Wakllan Daerah, Dewan 
Petwak!lan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republlk 
Indonesia Noolor 4277 J; 

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan 
Kedudukan Majells Permusyawaratan Rakyat. Dewan Perwakllan 
Rakyat. Dewan Pe<Wakllan Daerah, dan Dewan Pelwakllan Rakyat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4310); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemlllhan Umum 
Preslden dan W81<!1 Preslden (Lembaran Negara Reput,;r, Indonesia 
Tahun 2003 Nemer 93, Tambahan Lembaran Negara Republlk 
Indonesia Nomor 4311); 

'5. Undang--linrP.mg NOIT!Of 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 
sebagalmana telah dlubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 
?.005 l<!ntang Penetapan Peraturan Pemerlntah PengganU Undang- 
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Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadl Undang·Undang (Lembaran 
>Jegara Republlk Indonesia Tahun 2005 Nemer 108, Tambahan 
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(2). Tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara 
terperlncl adalah sebagalmana tercantum dalam L.ampiran Keputusan ini. 

PasalS 

Apablla dllakukan Pemilu Walikota dan Wakll Waiikota Blma putaran kedua sebagalmana dimaksud 
pada Pasal 95 ayat (4) Peraturan Pernerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagalmana dlubah dengan 
Peraturan Pemerlntah Namer 17 Tahun 2005 den Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007, 
l<eglatan tahapan Pemilu Wallkata dan Wald! Wallkota putaran kedua adalah sebagaimana terlamplr 
bersama Keputusan Int. 

BAB IV 

KETENTUAN PERAUHAN 

Pasal6 
Hal-hal yang berkaitan dengan i<eberadaan Panltla Pengawas Pemllu Kata dan Pengawas Pernllu 
Kecamatan, sepanjang belum dapat dibentuk berdasackan Undang--Undang Nomor 22 Tahun 2007, 
berlaku ketentuan pernbentukan Panltla Pengawas Pernllihan sebagalmana dimaksud dalam Undang - 
Undang Namer 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pernerintah Nomor 6 Tahun 2005. 

BABY 

KETENTUAN LAIN - LAIN 

Pasal7 

(1) Tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilu Wallkota dan Wakil Wallkata yang telah 
ditetapkan oleh KPU Kata Bima wajib dilaksanakan secara tepat walctu. 

(2) Apablla ketentuan sebagalmana disebut pada ayat (1) tldak dapat dilaksanakan sebagaimana 
mestinya di beberapa wilayah administrasl atau tlngkatan Badan Penyelenggara maka wajib 
mendapatlcan persetujuan tertulls KPU Kata BJma. 

(3) Apablla karena sesuatu dan lain ha! ketentuan sebagalmana disebot pada ayat (1) tldak dapat 
terselenggara tepat waktu maka akan dladakan penyesuaian dan penubahan dengan Keputusan 
KPU Kata Blma; 

(4) Hal-ha! yang belum dlatur di daiam Keputusan lnl, akan diatur leblh lanjut oleh KPU Kata Blma. 

Pasal 8 

Keputusan lnl mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apablla dikemudian harl terjadl 
kekeliruan akan diadakan pertatkan sebagaimana mestlnya. 

Ditetapkan di Kata Bima 
Pada tanggal 3 November 2007 

KOMIS! PEMIUHAN UMUM 
KOTA BIMA 

Ketua, 

ltd. 

IL VAS SARBINI, S.H. 

Salin.an aeauai dengan aalinya 
SEKRETARIAT KOMIS! PEMILIHAN UMUM 
KOTABIMA 

�;'f:��Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM 
;;.--�.::: · Iv,.' 1' ., 
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m TAHAP PENYEI.ESAIAN 

1. _. ...................... JOM<l2008 1 ).n 2008 Dilaksanabn oleh Pasangan 
Clllon Walikota dan Wakl Walilccu Cm>yang-- 
� l(P\J Kata Bma mengenai ha5II -- ........... - ..... -- dlb:tzlpkar, KPU Kata Blma 
·-.C.. 

2. � siengket3 tu:um Penilu ,,, ... 2008 15JU'll 200B Oilakwifkart oleh Mahkamlh 
Walkcca dan Wal:I Wll/AJn metMI --- ....,_. __ 

3. ----""' J lunl 2008 18 Junl 2008 --- W»cl Walkota kfl)lda DPRD Promsf ketua KPU !Cota Blma 
NTB, OPRD Kota Bima, Wdkota Blma dan .......,,,.. ...... 

1. '-'" ICPU - Bmo - ICPU, 
3 >.ri2008 18M'II 2008 ICRJ Kata 8irnl ke KPU PnMnst d---- ClanG<lt>enu' 

hasll tahapan Penilu Walkcu dan Wai:fl w.-. 
s. Pemantauan, � dan d!ln pdapo,an 18 b\12008 18li 2008 Ollakslnakan oleh ICPU Kata 

scru pen;awasan hasll pelaksanian • - Pffl'ilu waJlltota d.Jrl Walcil watikota 
s, � jawabln angoaran Pemllu 18 U 2008 17 '9,l5tuS 2008 DIIIUanabn oleh KPU IColll 

Walikotl dbn wakl Wllilf.d;a - 7. P!rnbubarJn PPK,, PPS,. dan ICPPS ICSUill 18 JuU 2008 18U2008 � KPU Kot.I Blma -- 8. MemelihaTa 1,sfp d&n dokl..wnen Pemill ,.,.... 2008 °"'......_. --·- Wlllkota clan Wakl Wallcota serta 8ad.n At,ip Daerah din 
mengeicN Rang lrMmris. --- ANRI (Pusat) 

Kota Blma, 3 November 2007 

Komis! Pemilihan Umum 
Kota Bima. 

Ketua, 

Ttd 

IL YAS SARBINI, S.H. 

Salinan •esuai dengan aslinya 
SEKRETARIAT KOMIS! PEMILIHAN UMUM 
KOT.II. BIMA 
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